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Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 188 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 203 Tahun 2023.

8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 236 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan
Pajak Daerah.

1. Memiliki kemampuan dalam pengadministrasian dengan baik
2. Memahami tata kelola pelayanan pajak daerah

3. Mampu menggunakan komputer dengan baik

4. Mengerti kemampuan dalam menganalisis data

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan 1. Komputer
2. SOP Surat Keluar 2. Printer
3. SOP Pengarsipan Data 3. ATK

4. Peralatan Pendukung Lainnya

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka penghapusan/penonaktifan subjek/objek pajak
daerah belum optimal.

1. Regulasi Perpajakan Daerah
2. Data Wajib Pajak
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" Penetapan Pendataan
. Draft SK

6 Kepala Badan menandatangani Surat penghapusan/pembatala 1 hari SK Kepala Badan yang telah

Keputusan (SK) Kepala Badan n subjek/objek pajak ditandatangani

yang terverifikasi

7 WP menerima SK Kepala Badan o sciesal SK Kepala Badan yang 60 menit SK Kepala Badan yang telah

yang telah ditandatangani telah ditandatangani ditandatangani

TOTAL WAKTU YANG DIBUTUHKAN 9 Hari
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